BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1605, 2017

KEMENDAGRI. Nomenklatur Inspektorat Daerah.
Prov. dan Kab/Kota. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
NOMENKLATUR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Perangkat Daerah Provinsi adalah wunsur pembantu
gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Perangkat Daerah  kabupaten/kota adalah unsur
pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten /kota.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.
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6. Inspektorat Daerah provinsi merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.

7. Inspektorat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

kabupaten /kota.

BAB II
KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR, DAN TIPE

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota
merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh inspektur.

(3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

(1) Inspektorat daerah  provinsi dan  kabupaten/kota
mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam
membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lainnya;
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c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan dari kepala daerah;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala

daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Nomenklatur

Pasal 4

(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah inspektorat
daerah ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada
peraturan pemerintah yang mengatur tentang perangkat
daerah.

(2) Nomenklatur perangkat daerah inspektorat daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi daerah provinsi
disebut Inspektorat Daerah Provinsi dan bagi daerah
kabupaten/kota disebut Inspektorat Daerah
Kabupaten /Kota.

Bagian Ketiga
Tipe

Pasal 5
(1) Inspektorat daerah  provinsi dan  kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas
tipe A, tipe B, dan tipe C.
(2) Klasifikasi inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah yang

mengatur tentang perangkat daerah.
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat daerah provinsi dan

kabupaten/kota terdiri atas :

a. Sekretariat;

b. Inspektorat Pembantu; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe A
terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 4 (empat)
inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas 3 (tiga) subbagian.

(4) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe B
terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 3 (tiga)
inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.

(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri
atas 2 (dua) subbagian.

(6) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe C
terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 2 (dua)
inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.

(7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri

atas 2 (dua) subbagian.

Bagian kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 7
Sekretariat Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a



